
Menimbang :

Mengingat

BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORA"IA
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KER"IA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN TANATORA"IA
TA}IUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TOR,TIA,

balrwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (21

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat l2l
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah scbegaimrura telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentar:.g Cipta Keda menjadi Undang-

Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang

Penetapan P€raturan Pemerintah Pengganti Undng-Undang

Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

Stabilitas Sistem Keuangan Negara Untuk Penanganan

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-l9) Dalam Rangka I



:)-

Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi

Undang-Undang (l,embaran Negara Repubtk Indonesia Tahun

2O20 Nomor 134, Tambahan lrmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Icmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan

kmbaran Nega.ra Republik Indonesia Nomor 442 1);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2oll Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

beberapa kali tera}hir dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2O22 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Irembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 68O1);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 224, Tanbahan [cmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagalmana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 terltang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan lembaran Negam Republik Indonesia

Nomor 6856);

6, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentatg Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2Ol7 tentang

Sinlimonisasi Eoses Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol7 Nomor 105, Tambahan trmbaran Negara Republik
I
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (lrmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lcmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan FYesiden Nomor 18 Tahun 2020 tentar g Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Eva'luasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1 3 1 2) ;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun

2O1O tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

(kmbaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010

Nomor 2, Tambahan lrmbaran Daerah ltovinsi Sulawesi

Selatan Nomor 251);

12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2O23

tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Su'lawesi

Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Propinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2023 Nomor 13);

13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2O24 lBeita Daerah Propinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2023 Nomor 23);

1 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 201 2

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Tana Tora-ia Tahun 2010-2030 (lrmbaran

Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012 Nomor O3'

Tambahanl..embaranDaerahKabupatenTanaTorajaNomor

04);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraia Nomor 2 Tatlun 2021
I
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(RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2O2t-2O26 (kmbaran
Daerah Kabupaten Tana Tora-ja Tahun 2021 Nomor 02,

Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor

2el;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tah:un 2O22

tentang Pengelolaarr Keuangan Daerah (kmbaran Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan
[,embaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 31);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor l0 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tora,ia Tahun 2022
Nomor 04).

MEUUTUSKAN:

MenetapKan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

DAERAH KARUPATEN TANA TORA"IA TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.

2. Pemerintahan Daerah adelah Penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Ralcyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

IndonesiaTahun 1945.

3. Pemenntah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerinBhan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Tana Tor4ja.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Lembaga Ferqrakilan Rakyat Daerah yang

berked ud ukan sebagai unsur penyelenggara Pcmcrintahan
I



6. Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan
Daerah yang selanjutnya disebut Bafpelitbangda adalahPerangkat Daerah yang melaksanakan tugas danmengkoordinasikan

peraksanaan,.,"","llffiff;fr:ffi:"t*, dan evaruasi

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat pD adalah unsurpembantu Bupati dan DpRD dalam penyelenggaraan urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Rencana Ke4'a pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun

2O24 yang selanjutnya disebut RKpD lhbupaten Tana Toraja
Tahun 2O24 adaJah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal I Januari
2024 dan berakhir 3l Desember 2024.

9. Kebiiakan umum ApBD yang serranjutnya disebut KUA adalah
dokumen yang memuat keb!;-akan bidang pendapatan, belanja
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode

5

1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya

disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKpD untuk
setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD

sebelum disepakati dengan DPRD.

11. Anggaran Pendapatan darr Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yakni bahwa RKPD

Tahun 2O24 berpedoman pada arah kebijakan dan sa'saran

pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

202l-2026 serta arah kebijakan dan isu strategis RKPD Tahun

2O24, untuk keseLarasan program dan kegiatan pembangunan

Daerah dengan pembangunan nasional dan disesuaikan dengan

kondisidankebutuhannyataDaerahdalamupayaperbaikandi
segala bidang Pembangunan.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yakni :

e Pedoman basi Peranekat Daerah dalam menyusun Rencana

I
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b. Acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA dan
PPAS serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024; d,an

c. Sebagai bahan evaluasi untuk memastikan ApBD telah

disusun berlandaskan RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA PENUUSAN

Pasa] 3
(l) RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Pendahuluan

Gambaran Umum Kondisi Daerah
Kerangka Ekonomi Daerah dan Kcuangan Daerah
Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Kine{a Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Penutup

BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV

BAB V

BAB VI

BAI} VII

(2) Rincian RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
tercantum dalam Lampiran yang me pakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

(l) Daiam rangka menyusun Rancangan APBD Tahu n 2024,
Pemerintah Daerah menggunakan RKpD Tahun 2O24 sebagai
pedoman dalam pembahasan KUA dan PPAS Tahur, 2024 antara
Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran
DPRD.

(2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah

menggunakan RKPD Tahun 2O24 yang telah ditetapkan pada

KUA dan PPAS dan Rancangan APBD dalam melakukan
pcmbahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah

dengan DPRD.

Pasal 5

(1) Perangkat Daerah membuat Laporan Kinerja Triwulan dan
pelaksanaan Rencana Ke{a dan Anggaran yang I

entang capaian program, masukan, keluaran dan 
f
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paling Lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya semester

pertama yang bersangkutan.

(3) Laporan Kinefa menjadi masukan dan bahan pertimbangan

bagian analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya

yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan'

Pasal 6

Kepala Bappelitbangda menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja

PD tahun 2024 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD

tahtn 2024.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundang!<an.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintalrkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tana Torqja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 5 Juli 2023

\[slPam 
TAnA ToRATA'

ALIORERUI{G

Diundangkan di Maltale
pada tanggal 5 Juli 2023

Pj. KAAUPATEIY TA.[A TORAaIA'

SAFAR

BE A DAERAH KABUPATEN TANA TORTq"IA TAHUN 2023 NOMOR 36


